
Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja (SOT) Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kab. Banyumas serta berdasarkan Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka semua lembaga perangkat daerah di kabupaten/kota telah disesuaikan dengan ketentuan yang baru. Untuk Kabupaten Banyumas Susunan Organisasi Perangkat Daerah telah diatur berdasarkan Perda Kabupaten Banyumas No.16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, dan telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Banyumas No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi SertaTata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dimana sekretariat DPRD adalah merupakan unsur staf Bupati Banyumas yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Bab III pasal 4 adalah merumuskan rencana strategis, rencana kerja dan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, administrasi urusan pemerintahan bidang kesekretariatan DPRD melalui pengarahan serta pemberian petunjuk langsung maupun tidak langsung sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka tercapainya tujuan kebijakan daerah bidang kesekretariatan berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan untuk mendukung visi misi pemerintah daerah kabupaten Banyumas.


Guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas maka Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dalam Tahun Anggaran 2017 telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka itu diperlukan pedoman dan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemberian pelayanan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Secara garis besar program dan kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun anggaran 2017 meliputi :

	No.
	Program/Kegiatan
	Anggaran (Rp)

	
	BELANJA LANGSUNG
	

	1.
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Rp.
	2.366.440.000

	
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
	Rp.
	    280.200.000

	
	Penyediaan bahan logistik kantor
	Rp.
	     919.245.000

	
	Penyediaan Tenaga administrasi, keamanan, pengemudi dan kebersihan
	Rp.
	     386.000.000

	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
	Rp.
	634.315.000     

	
	Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah
	Rp.
	146.680.000

	
	
	
	

	2.
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Rp.
	1.034.100.000

	
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
	Rp.
	156.100.000

	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
	Rp.
	555.000.000

	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
	Rp.
	220.000.000

	
	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
	Rp.
	103.000.000

	
	
	
	

	3.
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	Rp.
	165.000.000

	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
	Rp.
	165.000.000

	
	
	
	

	4.
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
	Rp.
	20.277.650.000

	
	Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
	Rp.
	2.471.900.000

	
	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD serta Sekretariat DPRD
	Rp.
	4.200.000.000

	
	Fasilitas Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD
	Rp.
	9.455.750.000

	
	Kunjungan kerja pimpinan dan Anggota DPRD
	Rp.
	300.000.000

	
	Profil, dokumentasi dan publikasi kegiatan DPRD
	Rp.
	900.000.000

	
	Kunjungan kerja Komisi dan Studi Komparatif DPRD
	Rp.
	2.550.000.000

	
	Fasilitasi kesehatan/General Cek Up
	Rp.
	400.000.000

	
	
	
	

	5.
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
	Rp.
	1.145.400.000

	
	Penyusunan Konsep Produk Hukum DPRD
	Rp.
	1.055.250.000

	
	Dokumentasi Produk-produk hukum DPRD
	Rp.
	90.150.000

	
	Jumlah Belanja Langsung
	Rp.
	24.988.590.000


Sumber Data :
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD Setelah Perubahan Kabupaten Banyumas TA 2017


Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah  SWT karena atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga kami senantiasa dapat menjalankan tugas sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas, dengan titik berat pada pelayanan terhadap kegiatan DPRD Kabupaten Banyumas, membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dan wewenang DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah dalam berpartisipasi menentukan arah kebijakan daerah secara aspiratif dan demokratis, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas setiap akhir tahun anggaran menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP)

Kami menyadari, LkjIP Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2017 ini kurang dari sempurna, sehingga masih diperlukan kerja keras dari semua pihak khususnya jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas sebagai pelaksananya dan kami megharapkan masukan, kritik, dan saran bagi kesempurnaan LkjIP tersebut.

Demikian kata pengantar yang dapat kami sampaikan, atas bantuan dan kerja sama yang baik dari semua pihak disampaikan banyak terimakasih.

	Purwokerto,   22 Januari 2018

	Sekretaris DPRD

	Kabupaten Banyumas

	

	AGUS NUR HADIE, S.Sos,M.Si

	NIP. 19690829 199001 1 002
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A. Latar Belakang

Bahwa dalam rangka terselenggaranya pelaksanaan pemerintahan “Good Governance” yang merupakan prasyarat bagi terwujudnya tujuan yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa dan negara ini, maka diperlukan pedoman dan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Sejalan dengan itu, dan dalam memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruktur Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa semua lembaga perangkat daerah diinstruksikan untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) setiap akhir tahun anggaran.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi

Kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas diatur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas.

1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 52 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUMAS

















Sumber Data : Peraturan Bupati Banyumas Nomor 52 Tahun 2016
Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 52 Tahun 2016 terdiri dari :

a. Sekretaris DPRD

b. Bagian Umum, terdiri dari :

b.1. Sub Bagian TU dan Kepegawaian;

b.2. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
b.3. Sub Bagian Humas dan Protokol;
c.
Bagian Keuangan dan Bina Program, terdiri dari :


c.1. Sub Bagian Bina Progran;


c.2. Sub Bagian Keuangan;

d.
Bagian Hukum, terdiri dari :


d.1. Sub Bagian Perundang-Undangan;


d.2. Sub Bagian Fasilitasi dan Dokumentasi Produk Hukum;
e. Bagian Persidangan, terdiri dari :

    e.1. Sub Bagian Rapat dan Risalah;

    e.2. Sub Bagian Kegiatan Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi

f. Kelompok Jabatan Fungsional
C. Kondisi Kepegawaian dan Sarana Prasarana

Susunan Kepegawaian di Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas

Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas adalah unsur staf pelaksana pemerintah Kabupaten Banyumas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD, kedudukanya dibawah Bupati Banyumas dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Banyumas. Guna mendukung keberhasilan kinerja Sekretariat DPRD Banyumas maka diperlukan adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Berdasarkan data kepegawaian tahun 2017, Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas memiliki jumlah pegawai sebagai berikut :

a. Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan

	NO
	PNS GOLONGAN
	JUMLAH ORANG
	KETERANGAN

	1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
	GOL. IV/b

GOL. IV/a

GOL. III/d

GOL. III/c

GOL. III/b

GOL. III/a

GOL. II/d

GOL. II/c

GOL. II/b

GOL. II/a

GOL. I/c
	2
4
9
4
4
4
1
2
-

2
1
1
	

	
	Jumlah
	33
	


b. Tabel Jumlah Pegawai berdasarkan kepangkatan :

	NO
	JABATAN
	JUMLAH ORANG
	KETERANGAN

	1

2

3

4
	ESELON II/B

ESELON III/A

ESELON IV/A

FUNGSIONAL UMUM
	1

4
9
19
	

	
	Jumlah
	33
	


c. Tabel Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan :

	NO
	JENIS PENDIDIKAN
	JUMLAH
	KETERANGAN

	1

2

3

4

5

6
	PASCA SARJANA

SARJANA

DIPLOMA III

SLTA

SLTP

SD
	6
13

3
4
1

3
	

	
	Jumlah
	33
	


D. Tugas dan Fungsi

Bahwa tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas.

1. Tugas

Sesuai pasal 4 Bab III disebutkan bahwa Sekretariat DPRD mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan kesekretariatan DPRD dalam merumuskan rencana strategis, rencana kerja dan dan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, administrasi urusan pemerintah bidang kesekretariatan DPRD melalui pengarahan serta pemberian petunjuk langsung maupun tidak langsung sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka tercapainya tujuan kebijakan daerah bidang kesekretariatan berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan untuk mendukung visi misi pemerintah daerah kabupaten Banyumas.

2. Sesuai pasal 5 Bab III disebutkan bahwa Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan Strategis dan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas sesuai dengan RPJMD Kabupaten Banyumas sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan serta kebijakan teknis Bagian Umum, Bagian Keruangan, Bagian Hukum, dan Bagian Persidangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Pelaksanaan Konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi maupun lingkup kabupaten/DPRD/lembaga/masyarakat untuk sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
c. Pembinaan dan pengarahan kebijakan Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Hukum, Bagian Persidangan, kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan efisien dan efektif;
d. Penyelenggaraan fasilitasi, pengarahan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Hukum, dan bagian Persidangan;
e. Penyelenggaran administrasi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dan pembinaan aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, prosedur, dan ketentuan yang berlaku;
f. Pelaksanaan tertib administrasi dan aparatur yang kompeten;
g. Koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan urusan sesuai perencanaan agar diperoleh hasil yang telah ditetapkan;
h. Pelaksanaan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah hasil pelaksanaan tugas urusan Pemerintahan Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Hukum, dan Bagian Persidangan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban; dan
i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
E. Permasalahan Utama ( Strategic issues ) yang sedang dihadapi

1. Penyelenggaraan penyerapan aspirasi dan penyampaian informasi terhadap masyarakat belum sesuai harapan
2. Optimalisasi fungsi legislasi yang kurang

3. Perbedaan cara pandang antara Sekretariat DPDR sebagai birokrat dan DPRD sebagai politikus terhadap pelaksanaan perturan perundang-undangan

4. Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD



A. Perencanaan tahun 2017
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
	Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan
	 Rencana Tahun 2017 

	
	
	 Lokasi 
	 Target Capaian Kinerja 
	 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana 

 

	Urusan Wajib
	 
	 
	 
	 

	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran 
	 
	 
	      2,011,550,000 

	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
	Penyediaan biaya untuk jasa sewa, biaya internet, telp, listrik dan air serta belanja pajak kendaraan bermotor
	 Kab. Banyumas 
	 12 bln 
	           291,550,000 

	Penyediaan jasa administrasi keuangan
	Pembayaran honor pengelola keuangan dan barang , serta lembur pegawai
	 Kabupaten Banyumas 
	 12 bln 
	           150,000,000 

	Penyediaan bahan logistik kantor
	Terealisasinya penyediaan bahan habis pakai, penggandaan, surat kabar, perlengkapan kerja, dan makan minum
	 Kab. Banyumas 
	 12 bln 
	           830,000,000 

	Penyediaan Tenaga administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan
	Pembayaran honor tenaga keamanan, kebersihan, pengemudi dan administrasi
	 Kab. Banyumas 
	 12 bln 
	           400,000,000 

	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi
	Tersedianya pembiayaan kegiatan rapat, perjalanan dinas dan bintek
	 Kab. Banyumas 
	 12 bln 
	           340,000,000 

	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
	Meningkatnya sarana prasarana aparatur
	 
	 
	      1,222,000,000 

	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
	Pengadaan peralatan kantor, perlengkapan kantor dan buku peraturan perundangan
	 Kab. Banyumas 
	 12 bln 
	           400,000,000 

	Pemeliharaan rutin gedung kantor dan rumah dinas
	Tersedianya pembiayaan untuk pemeliharaan gedung kantor
	 Kab. Banyumas 
	 12 bln 
	           350,000,000 

	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas
	 Kab. Banyumas 
	 12 bln 
	           340,000,000 

	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
	 Kab. Banyumas 
	 12 bln 
	           132,000,000 

	Program peningkatan disiplin aparatur
	Meningkatnya disiplin aparatur 
	 
	 
	         175,000,000 

	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
	Pengadaan pakaian dinas anggota DPRD
	 Kab. Banyumas 
	 100 stel 
	           175,000,000 

	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur dibidang konseptual, teknis, dan fungsional. 
	 
	 
	          17,750,000,000 

	Fasilitas Hearing/ dialog,Konsultasi dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama
	Penyerapan aspirasi masyarakat
	 Kab. Banyumas 
	 100 jenis 
	         2,300,000,000 

	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD dan Sekretariat
	Pengiriman Bintek /Workshopbagi pimpinan dan anggota DPRD dan pegawai sekretariat DPRD
	 Kab. Banyumas 
	 71 orang 
	         3,400,000,000 

	Fasilitasi fungsi legislasi DPRD
	Fasilitasi fungsi legislasi DPRD
	 Kab. Banyumas 
	 31 raperda 
	         8,400,000,000

	Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD
	Kunjungan protokoler pimpinan dan anggota DPRD
	 Kab. Banyumas 
	 20 orang 
	           175,000,000 

	Profil, Dokumentasi dan Publikasi kegiatan DPRD
	Publikasi dan dokumentasi kegiatan anggota DPRD
	 Kab. Banyumas 
	 12 keg 
	           175,000,000 

	Kunja Komisi dan studi komparatif DPRD
	Kunja komisi dalam daerah dan luar daerah
	 Kab. Banyumas 
	 50 orang 
	         3,300,000,000 

	Medical cek up Pimpinan dan anggota DPRD
	Terlaksananya cep up Pimpinan dan anggota DPRD
	Kab. Banyumas
	50 orang
	650,000,000

	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
	Tersusunnya peraturan perundang-undangan sesuai kewenangan Daerah dan amanat perundang-undangan yang berlaku. 
	 
	 
	      1,315,000,000 

	Penyusunan konsep produk hukum DPRD
	Penyusunan raperda inisiatif DPRD
	 Kab. Banyumas 
	 10 raperda inisiatif 
	         1,250,000,000 

	Dokumentasi produk-produk hukum DPRD
	Pencetakan buku perda, peraturan DPRD dan keputusan DPRD
	 Kab.

Banyumas 
	 1650 bh 
	             65,000,000 

	                     TOTAL PAGU
	    22,473,550,000 


B. Perjanjian Kinerja 2017

	NO
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja
	Target
	Program
	Anggaran
	Ket

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1.
	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas
	Persentase peningkatan pelayanan administrasi
	70 %
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	2.046.040.000,-
	APBD

	
	
	Persentase peningkatan sarana prasarana penunjang kegiatan DPRD
	50 %
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	574.150.000,-
	APBD

	
	
	Persentase peningkatan kualitas SDM Aparatur
	90 %
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	165.000.000,-
	APBD

	2.
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perencanaan, Laporan dan Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD
	Persentase pengumpulan dokumen penyusunan program laporan dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD tepat waktu
	80 %
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
	50.000.000,-
	APBD

	3.
	Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Persentase aspirasi dari masyarakat yang diterima
	80 %
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
	1.838.000.000,-
	APBD

	
	
	Persentase Pelaksanaan Fungsi  Legislasi DPRD

	80 %
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah


	7.500.000.000,-
	APBD

	
	
	Persentase ketersediaan layanan informasi dan publikasi kegiatan-kegiatan DPRD
	50 %
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

	400.000.000,-
	APBD

	4.
	Mewujudkan peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
	Persentase Jumlah keikutsertaan anggota DPRD dan aparatur dalam peningkatan kemampuan dan wawasan
	80 %
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
	3.200.000.000,-
	APBD

	
	
	Persentase Jumlah rekomendasi kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banyumas
	80 %
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
	200.000.000,-
	APBD

	
	
	Persentase Jumlah rekomendasi kunjungan kerja komisi dan studi komparatif DPRD Kabupaten Banyumas
	80 %
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
	2.300.000.000,-
	APBD

	
	
	Persentase fasilitasi kesehatan/general   cek up
	70 %
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
	650.000.000,-
	APBD

	5.
	Terpenuhinya konsep produk hukum DPRD
	Persentase tersusunya peraturan perundang-undangan sesuai kewenangan daerah dan amanat perundang-undangan yang berlaku

	80 %
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
	1.055.250.000,-
	APBD

	6.
	Terdokumentasinya produk hukum DPRD
	Persentase jumlah dokumen kegiatan DPRD, kualitas persidangan dan kualitas risalah hasil rapat-rapat DPRD
	80 %
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
	60.150.000,-
	APBD


C. Perjanjian Kinerja Setelah Anggaran Perubahan

	NO
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja
	Target
	Program
	Anggaran
	Ket

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1.
	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas
	Persentase peningkatan pelayanan administrasi
	70 %
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

	2.366.440.000,-
	APBD

	
	
	Persentase peningkatan sarana prasarana penunjang kegiatan DPRD
	50 %
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

	1.034.100.000,-
	APBD

	
	
	Persentase peningkatan kualitas SDM Aparatur
	90 %
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	165.000.000,-
	APBD

	2.
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perencanaan, Laporan dan Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD
	Persentase pengumpulan dokumen penyusunan program laporan dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD tepat waktu
	80 %
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

	-
	APBD

	3.
	Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Persentase aspirasi dari masyarakat yang diterima
	80 %
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

	2.471.900.000,-
	APBD

	
	
	Persentase Pelaksanaan Fungsi  Legislasi DPRD

	80 %
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah


	9.455.750.000,-
	APBD

	
	
	Persentase ketersediaan layanan informasi dan publikasi kegiatan-kegiatan DPRD
	50 %
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
	900.000.000,-
	APBD

	4.
	Mewujudkan peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
	Persentase Jumlah keikutsertaan anggota DPRD dan aparatur dalam peningkatan kemampuan dan wawasan
	80 %
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
	4.200.000.000,-
	APBD

	
	
	Persentase Jumlah rekomendasi kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banyumas
	80 %
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
	300.000.000,-
	APBD

	
	
	Persentase Jumlah rekomendasi kunjungan kerja komisi dan studi komparatif DPRD Kabupaten Banyumas
	80 %
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
	2.550.000.000,-
	APBD

	
	
	Persentase fasilitasi kesehatan/general   cek up
	70 %
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
	400.000.000,-
	APBD

	5.
	Terpenuhinya konsep produk hukum DPRD
	Persentase tersusunya peraturan perundang-undangan sesuai kewenangan daerah dan amanat perundang-undangan yang berlaku

	80 %
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
	1.055.250.000,-
	APBD

	6.
	Terdokumentasinya produk hukum DPRD
	Persentase jumlah dokumen kegiatan DPRD, kualitas persidangan dan kualitas risalah hasil rapat-rapat DPRD
	80 %
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
	90.150.000,-
	APBD


D. Ikhtisar Perjanjian Kinerja
        
Pada tahun anggaran 2017, Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas merencanakan kebutuhan dananya sebesar Rp. 22.473.550.000,-, namun hanya disetujui sebesar Rp. 19.988.590,-. Pada anggaran perubahan Anggaran bertambah sebesar Rp. 5.000.000.000,- untuk menunjang kegiatan DPRD kabupaten Banyumas. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran mengalami penambahan dana sebesar Rp. 320.400.000,-. Kegiatan yang ada dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mengalami penambahan adalah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi mengingat banyaknya Asdeksi yang harus dihadiri dan Penyediaan bahan logistik   kantor karena banyaknya tamu yang berkunjung ke Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas. Sedangkan Kegiatan yang mengalami penurunan anggaran adalah kegiatan Penyediaan Tenaga Administrasi, Keamanan, Pengemudi dan kebersihan dan pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah. Pada kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tidak mengalami perubahan anggaran.

Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur mengalami penambahan anggaran sebesar 459.950.000,-. Penambahan anggaran ada pada kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor karena adanya renovasi gedung dan pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional karena adanya kerusakan kursi mobil yang harus diganti. Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor mengalami pengurangan anggaran, sedangkan kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan kantor tidak mengalami perubahan anggaran.

Program Peningkatan Disilpin Aparatur dimana ada kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapanya tidak mengalami perubahan. Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 165.000.000,-.


Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 4.189.650.000,-. Kegiatan di dalam program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah mengalami penambahan anggaran adalah kegiatan Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dan Sekretariat, Fasilitasi Fungsi Legislasi, Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD, Profil, Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan DPRD, Kunja Komisi dan Studi Komparatif DPRD. Kegiatan Fasilitasi Kesehatan/General Cek up mengalami penurunan anggaran.

Target dalam Perjanjian Kinerja diambil dari penyerapan anggaran Tahun 2016. Sasaran Strategis yang pertama adalah Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas dimana ada tiga indikator utama yaitu Persentase peningkatan pelayanan administrasi sebesar 70 % diampu dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Persentase peningkatan sarana prasarana penunjang kegiatan DPRD sebesar 50 % diampu dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Persentase peningkatan kualitas SDM Aparatur sebesar 90 % diampu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Sasaran Strategis yang kedua adalah Peningkatan Pelayanan Administrasi Perencanaan, Laporan dan Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD dimana ada satu indikator kinerja yaitu Persentase pengumpulan dokumen penyusunan program laporan dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD tepat waktu sebesar 80 % diampu dalam Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Kegiatan ini tidak ada anggaranya karena tidak diajukan dalam tahun anggaran 2017.


Sasaran Strategis yang ketiga adalah Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimana ada tida indikator kinerja yaitu Persentase aspirasi dari masyarakat yang diterima sebesar 80 % diampu dalam Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, Persentase Pelaksanaan Fungsi  Legislasi DPRD sebesar 80 % diampu dalam Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, dan Persentase ketersediaan layanan informasi dan publikasi kegiatan-kegiatan DPRD sebesar 50 % diampu dalam Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

Sasaran Strategis yang keempat adalah Mewujudkan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan empat indikator kinerja yaitu persentase jumlah keikutsertaan anggota DPRD dan aparatur dalam peningkatan kemampuan dan wawasan sebesar 80 % diampu dalam Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, Persentase Jumlah rekomendasi kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banyumas sebesar 80 % diampu Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, Persentase Jumlah rekomendasi kunjungan kerja komisi dan studi komparatif DPRD Kabupaten Banyumas sebesar 80 % diampu dalam Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, dan Persentase fasilitasi kesehatan/general   cek up sebesar 70 % diampu Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Sasaran Strategis yang kelima adalah Terpenuhinya konsep produk hukum DPRD dimana ada satu indicator kinerja yaitu Persentase tersusunya peraturan perundang-undangan sesuai kewenangan daerah dan amanat perundang-undangan yang berlaku sebesar 80 % diampu Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan. Sasaran Strategis Keenam adalah Terdokumentasinya produk hukum DPRD dimana ada satu indicator kinerja yaitu Persentase jumlah dokumen kegiatan DPRD, kualitas persidangan dan kualitas risalah hasil rapat-rapat DPRD sebesar 80 % diampu Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan


A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Tabel Realisasi Kinerja Tahun 2017 
	No
	Nama Program dan Kegiatan
	Target
	Realisasi 

	1.
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	12 bulan
	12 bulan

	a.
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
	12 bulan
	12 bulan

	b.
	Penyediaan bahan logistik kantor
	12 bulan
	12 bulan

	c.
	Penyediaan Tenaga administrasi, keamanan, pengemudi dan kebersihan
	12 bulan
	12 bulan

	d.
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
	12 bulan
	12 bulan

	e.
	Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah
	12 bulan
	12 bulan

	2.
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	12 bulan
	12 bulan

	a.
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
	12 bulan
	12 bulan

	b.
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
	12 bulan
	12 bulan

	c.
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
	12 bulan
	12 bulan

	d.
	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
	12 bulan
	12 bulan

	3.
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	100 stel
	100 stel

	a.
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanya
	100 stel
	100 stel

	4.
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
	
	

	a.
	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintahan daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama
	3 reses
	3 reses

	b.
	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD serta Sekretariat DPRD
	7 bintek
	9 bintek

	c.
	Fasilitas Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD
	13 raperda
	17 raperda

	d.
	Kunjungan kerja pimpinan dan Anggota DPRD
	8 kunja
	11 kunja

	e.
	Profil, dokumentasi dan publikasi kegiatan DPRD
	3 kegiatan
	6 kegiatan

	f
	Kunjungan kerja Komisi dan Studi Komparatif DPRD
	25 kunja
	35 kunja

	g.
	Fasilitasi kesehatan/General Cek Up
	200 orang
	92 orang

	5.
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
	
	

	a.
	Penyusunan konsep produk hukum DPRD
	13 raperda
	17 raperda

	b.
	Dokumentasi produk-produk hukum DPRD
	24 perda
	31 perda


Secara keseluruhan semua program kegiatan Sekretariat DPRD kabupaten banyumas dapat berjalan dengan baik. Kegiatan-kegiatan rutin yang ada pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dapat berjalan baik selama 12 bulan. Program peningkatan Kapasitas Aparatur dapat menyediakan pakaian untuk anggota DPRD tepat waktu. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah terealisasi melebihi target kecuali kegiatan Fasilitasi Kesehatan/General Check up yang hanya dapat terealisasi 92 orang dari target 200 orang. Program Penataan peraturan Perundang-Undangan dapat melebihi target yang ditentukan.
2. Tabel Realisasi Kinerja Tahun 2017 dan Target Jangka Menengah
	No
	Nama Program dan Kegiatan
	Realisasi Tahun 2017
	Target Jangka Menengah

	1.
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	12 bulan
	12 bulan

	a.
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
	12 bulan
	12 bulan

	b.
	Penyediaan bahan logistik kantor
	12 bulan
	12 bulan

	c.
	Penyediaan Tenaga administrasi, keamanan, pengemudi dan kebersihan
	12 bulan
	12 bulan

	d.
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
	12 bulan
	12 bulan

	e.
	Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah
	12 bulan
	12 bulan

	2.
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	12 bulan
	12 bulan

	a.
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
	12 bulan
	12 bulan

	b.
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
	12 bulan
	12 bulan

	c.
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
	12 bulan
	12 bulan

	d.
	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
	12 bulan
	12 bulan

	3.
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
	
	

	a.
	Fasilitas Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD
	13 raperda
	20 buah

	b.
	Kunjungan kerja pimpinan dan Anggota DPRD
	8 kunja
	71 orang

	c.
	Kunjungan kerja Komisi dan Studi Komparatif DPRD
	25 kunja
	50 orang

	5.
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
	
	

	a.
	Penyusunan konsep produk hukum DPRD
	13 raperda
	20 raperda

	b.
	Dokumentasi produk-produk hukum DPRD
	24 perda
	28880 buah


Kegiatan-kegiatan rutin Sekretariat DPRD dapat berjalan sesuai target jangka menengah seperti yang terlihat pada tabel di atas berupa program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Program Peningkatan Kapasitas Llembaga Perwakilan Rakyat mengalami perubahan target dimana kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD dari buah menjadi Raperda, Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dari orang menjadi kunja, Kunjungan Kerja Komisi dan Studi Komparatif DPRD dari orang menjadi kunja. Untuk Program Panetaan Peraturan Perundang-Undangan, hanya kegiatan Dokumentasi Produk-Produk Hukum DPRD yang mengalami perubahan target dari buah menjadi Perda
3. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

	NO
	IKU PERANGKAT DAERAH
	TARGET TH. 2017
	REALISASI TH. 2017
	HAMBATAN   /MASALAH DLM MENCAPAI TARGET
	UPAYA PEMECAHAN HAMBATAN/MASALAH

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Persentase aspirasi  masyarakat 
	80%
	100%
	Belum adanya pendampingan dari sekretariat terhadap pelaksanaan Reses Anggota Dewan 
	Adanya pendampingan sekretariat  terhadap pelaksanaan Reses Anggota Dewan

	2
	Persentase Pelaksanaan Fungsi legislasi DPRD
	80%
	100%
	Adanya perubahan payung hukum raperda yang diusulkan 
	ditunda pembahasanya menunggu perubahan payung hukum 

	3
	Persentase ketersediaan layanan informasi dan publikasi kegiatan-kegiatan DPRD
	50%
	100%
	Waktu pengerjaanya terlalu sempit karena menyesuaikan anggaran perubahan
	Memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien 

	4
	Persentase jumlah keikutsertaan anggota DPRD dan aparatur dalam peningkatan kemampuan dan wawasan
	80%
	100%
	Tema Bintek  tidak sesuai dengan topik yang sedang dibutuhkan 
	Adanya sinkronisasi tema bintek dengan trending topik yang ada

	5
	Persentase Jumlah  kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banyumas
	80%
	100%
	Banyaknya kegiatan insidental 
	Manajemen waktu agar kegiatan dapat berjalan sesu8ai jadwal waktu yang telah ditetapkan

	6
	Persentase Jumlah  kunjungan kerja komisi dan studi komparatif DPRD Kabupaten Banyumas
	80%
	100%
	Banyak aspirasi dari stakeholder yang tidak  tertampung dalam kegiatan komisi
	Berkoordinasi dengan para stakeholder sebelum membuat kegiatan agar aspirasi stakeholder terwakili

	7
	Persentase fasilitasi kesehatan/general cek up
	70%
	46%
	Banyaknya anggota Dewan yang menghendaki GCU di Luar Daerah, takut mengikuti GCU, dan alasan kesibukan lainnya
	Mensosialisasikan pentingnya kegiatan GCU

	8
	Persentase tersusunya peraturan perundang-undangan sesuai kewenangan daerah dan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku
	80%
	100%
	Kurangnya komitmen eksekutif
	Perlu adanya koordinasi dengan Eksekutif terhadap Raperda yang diajukan mengenai kelengkapan data dukungnya

	9
	Persentase jumlah  dokumen kegiatan DPRD, kualitas persidangan dan kualitas risalah hasil rapat-rapat DPRD
	80%
	100%
	Perda yang didokumentasikan tergantung seberapa banyak Raperda yang di setujui bersama antara Bupati dan DPRD
	Estimasi jumlah Perda di dasarkan pada realisasi tahun-tahun sebelumnya

	
	
	
	
	
	



Hampir seluruh Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dapat tercapai 100%. Hanya Indikator Persentase fasilitasi kesehatan/general cek up yang realisasinya hanya mencapai 46% saja karena Banyaknya anggota Dewan yang menghendaki GCU di Luar Daerah, takut mengikuti GCU, dan alasan kesibukan lainnya. Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah Mensosialisasikan pentingnya kegiatan GCU terhadap kesehatan para dewan. Persentase aspirasi  masyarakat dapat tercapai 100% dengan hambatan belum adanya pendampingan dari sekretariat terhadap pelaksanaan Reses Anggota Dewan. 
1. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

	PROGRAM / KEGIATAN
	ANGGARAN
	REALISASI
	EFISIENSI

	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

	 Rp     2.366.440.000 
	 Rp     1.753.070.397 
	 Rp        613.369.603 

	1)
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	 Rp        280.200.000 
	 Rp        149.029.739 
	 Rp        131.170.261 

	2)
	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi
	 Rp        634.315.000 
	 Rp        548.116.098 
	 Rp           86.198.902 

	3)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	 Rp        919.245.000 
	 Rp        585.099.560 
	 Rp        334.145.440 

	4)
	Penyediaan Tenaga Administrasi, Keamanan, Pengemudi dan Kebersihan
	 Rp        386.000.000 
	 Rp        342.500.000 
	 Rp           43.500.000 

	5)
	Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah
	 Rp        146.680.000 
	 Rp        128.325.000 
	 Rp           18.355.000 

	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

	 Rp     1.034.100.000 
	 Rp        852.432.053 
	 Rp        181.667.947 

	1)
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	 Rp        156.100.000 
	 Rp        130.150.000 
	 Rp           25.950.000 

	2)
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
	 Rp        555.000.000 
	 Rp        500.595.435 
	 Rp           54.404.565 

	3)
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
	 Rp        220.000.000 
	 Rp        178.770.482 
	 Rp           41.229.518 

	4)
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	 Rp        103.000.000 
	 Rp   42.916.136 
	 Rp           60.083.864 

	Program peningkatan disiplin aparatur
	 Rp        165.000.000 
	 Rp        157.500.000 
	 Rp            7.500.000 

	1)
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
	 Rp        165.000.000 
	 Rp        157.500.000 
	 Rp            7.500.000 

	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
	 Rp  20.277.650.000 
	 Rp  19.779.017.067 
	 Rp        498.632.933 

	1)
	Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama
	 Rp     2.471.900.000 
	 Rp     2.419.103.813 
	 Rp           52.796.187 

	2)
	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD dan Sekretariat
	 Rp     4.200.000.000 
	 Rp     4.130.289.437 
	 Rp           69.710.563 

	3)
	Fasilitasi fungsi legislasi
	 Rp     9.455.750.000 
	 Rp     9.333.174.344 
	 Rp        122.575.656 

	4)
	Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD
	 Rp        300.000.000 
	 Rp        283.186.286 
	 Rp           16.813.714 

	5)
	Profil, Dokumentasi dan Publikasi kegiatan DPRD
	 Rp        900.000.000 
	 Rp        874.965.419 
	 Rp           25.034.581 

	6)
	Kunja Komisi dan studi komparatif DPRD
	 Rp     2.550.000.000 
	 Rp     2.544.553.280 
	 Rp            5.446.720 

	7)
	Fasilitasi kesehatan/ General Check Up
	 Rp        400.000.000 
	 Rp        193.744.488 
	 Rp        206.255.512 

	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
	 Rp     1.145.400.000 
	 Rp        925.272.652 
	 Rp        220.127.348 

	1)
	Penyusunan Konsep Produk Hukum DPRD
	 Rp     1.055.250.000 
	 Rp        887.433.652 
	 Rp        167.816.348 

	2)
	Dokumentasi produk-produk hukum DPRD
	 Rp           90.150.000 
	 Rp          37.839.000 
	 Rp           52.311.000 

	 
	 
	 Rp  24.988.590.000 
	 Rp  23.467.292.169 
	 Rp     1.521.297.831 


Kegiatan Hearing/Dialog Dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah Dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama efisiensi anggaranya sebesar rp. 52.796.187 dari jumlah konstituen, dan sewa gedung. Fasilitasi Fungsi Legislasi efisiensi anggaran sebesar Rp. 122.575.656 dari tiket dan akomodasi. Profil, Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan DPRD efisiensi anggaran sebesar  Rp. 25.034.514 dari dokumentasi dan dekorasi. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dan Sekretariat efisiensi anggaran sebesar Rp.69.710.563 dari tiket dan kontribusi. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD efisiensi anggaran  sebesar Rp. 16.813.714 dari tiket dan akomodasi. Kunjungan Kerja Komisi dan Studi Komparatif DPRD efisiensi anggaran sebesar  Rp. 5.446.720 dari tiket dan akomodasi. Fasilitasi Kesehatan/General Check Up efisiensi anggaran sebesar Rp. 206.255.512 dari biaya GCU. Penyusunan Konsep 
Produk Hukum DPRD efisiensi anggaran  sebesar  Rp. 167.816.348 dari jasa konsultasi lainnya dan perjalanan dinas (tiket dan akomodasi). Dokumentasi Produk-Produk Hukum efisiensi  anggaran  sebesar Rp. 52.311.000 dari belanja cetak.
2. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

	NO
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja
	Target
	Program

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1.
	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas
	Persentas peningkatan pelayanan administrasi
	70 %
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

	
	
	Persentase peningkatan sarana prasarana penunjang kegiatan DPRD
	50 %
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

	
	
	Persentase peningkatan kualitas SDM Aparatur
	90 %
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

	2.
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perencanaan, Laporan dan Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD
	Persentase pengumpulan dokumen penyusunan program laporan dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD tepat waktu
	80 %
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

	3.
	Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Persentase aspirasi dari masyarakat yang diterima
	80 %
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

	
	
	Persentase Pelaksanaan Fungsi  Legislasi DPRD

	80 %
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah



	
	
	Persentase ketersediaan layanan informasi dan publikasi kegiatan-kegiatan DPRD
	50 %
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

	4.
	Mewujudkan peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
	Persentase Jumlah keikutsertaan anggota DPRD dan aparatur dalam peningkatan kemampuan dan wawasan
	80 %
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

	
	
	Persentase Jumlah rekomendasi kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banyumas
	80 %
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

	
	
	Persentase Jumlah rekomendasi kunjungan kerja komisi dan studi komparatif DPRD Kabupaten Banyumas
	80 %
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

	
	
	Persentase fasilitasi kesehatan/general   cek up
	70 %
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

	5.
	Terpenuhinya konsep produk hukum DPRD
	Persentase tersusunya peraturan perundang-undangan sesuai kewenangan daerah dan amanat perundang-undangan yang berlaku

	80 %
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

	6.
	Terdokumentasinya produk hukum DPRD
	Persentase jumlah dokumen kegiatan DPRD, kualitas persidangan dan kualitas risalah hasil rapat-rapat DPRD
	80 %
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran menunjang pencapaian target kinerja persentase peningkatan pelayanan administrasi sebesar 70 % pada sasaran strategis Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur menunjang pencapaian target kinerja Persentase peningkatan sarana prasarana penunjang kegiatan DPRD sebesar 50 % pada sasaran strategis Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur menunjang pencapaian target kinerja persentase peningkatan kualitas SDM Aparatur sebesar 90 % pada sasaran strategis Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas.
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah menunjang pencapaian target kinerja persentase aspirasi dari masyarakat yang diterima sebesar 80 % pada sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah juga menunjang pencapaian target kinerja persentase pelaksanaan fungsi  legislasi DPRD sebesar 80 % pada sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah juga menunjang pencapaian target kinerja persentase ketersediaan layanan informasi dan publikasi kegiatan-kegiatan DPRD sebesar 50 % pada sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah menunjang pencapaian target kinerja persentase Jumlah keikutsertaan anggota DPRD dan aparatur dalam peningkatan kemampuan dan wawasan sebesar 80 % pada sasaran strategis mewujudkan peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah menunjang pencapaian target kinerja persentase jumlah rekomendasi kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banyumas sebesar 80 % pada sasaran strategis mewujudkan peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah menunjang pencapaian target kinerja persentase jumlah rekomendasi kunjungan kerja komisi dan studi komparatif DPRD Kabupaten Banyumas sebesar 80 % pada sasaran strategis mewujudkan peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan menunjang pencapaian target kinerja Persentase tersusunya peraturan perundang-undangan sesuai kewenangan daerah dan amanat perundang-undangan yang berlaku sebesar 80 % pada sasaran strategis Terpenuhinya konsep produk hukum DPRD. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan menunjang pencapaian target kinerja Persentase jumlah dokumen kegiatan DPRD, kualitas persidangan dan kualitas risalah hasil rapat-rapat DPRD sebesar 80 % pada sasaran strategis Terdokumentasinya produk hukum DPRD.

B. Realisasi Anggaran
       Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun anggaran 2017 didukung dengan dana APBD sebesar Rp. 24.988.590.000,- untuk 5 (lima) program terdiri dari 19 (sembilan belas) kegiatan dengan realisasi sebesar Rp. 23.467.292.169,- atau 93,91%, sedangkan sisa anggaran Rp. 1.521.297.831,- (6,09%) masih di Kas Daerah karena tidak diserap. Hal tersebut menunjukan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas telah mampu mengendalikan pengelolaan keuangan secara baik, tetapi masik perlu ditingkatkan mengenai akurasi penganggarannya dan fokus terhadap pencapaian kinerja.

       Secara terperinci, realisasi anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas TA 2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

	No
	Nama Program dan Kegiatan
	Anggaran (Rp)

(Awal)
	Anggaran (Rp)

(Perubahan)
	Realisasi (Rp)
	Prosentasi Realisasi (%)

	1.
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	2.046.040.000
	2.366.440.000
	1.753.070.397
	74,08%

	a.
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
	280.200.000
	280.200.000
	149.029.739
	53,19%

	b.
	Penyediaan bahan logistik kantor
	830.000.000
	919.245.000
	585.099.560
	63,65%

	c.
	Penyediaan Tenaga administrasi, keamanan, pengemudi dan kebersihan
	524.500.000
	386.000.000
	342.500.000
	88,73%

	d.
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
	263.000.000
	634.315.000
	548.116.098
	86,41%

	e.
	Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah
	148.340.000
	146.680.000
	128.325.000
	87,49%

	2.
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	574.150.000
	1.034.100.000
	852.432.053
	82,43%

	a.
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
	171.150.000
	156.100.000
	130.150.000
	83,38%

	b.
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
	100.000.000
	555.000.000
	500.595.435
	90,19%

	c.
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
	200.000.000
	220.000.000
	178.770.482
	81,26%

	d.
	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
	103.000.000
	103.000.000
	42.916.136
	41,67%

	3.
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	165.000.000
	165.000.000
	157.500.000
	95,45%

	a.
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanya


	165.000.000
	165.000.000
	157.500.000
	95,45%



	4.
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
	16.088.000.000
	20.277.650.000
	19.779.017.067
	97,54%

	a.
	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintahan daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama
	1.838.000.000
	2.471.900.000
	2.419.103.813
	97,86%

	b.
	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD serta Sekretariat DPRD
	3.200.000.000


	4.200.000.000
	4.130.289.437
	98,34%

	c.
	Fasilitas Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD
	7.500.000.000
	9.455.750.000
	9.333.174.344
	98,70%

	d.
	Kunjungan kerja pimpinan dan Anggota DPRD
	200.000.000
	300.000.000
	283.186.286
	94,39%

	e.
	Profil, dokumentasi dan publikasi kegiatan DPRD
	400.000.000
	900.000.000
	874.965.419
	97,22%

	f
	Kunjungan kerja Komisi dan Studi Komparatif DPRD
	2.300.000.000
	2.550.000.000
	2.544.553.280
	99,79%

	g.
	Fasilitasi kesehatan/General Cek Up
	650.000.000
	400.000.000
	193.744.488
	48,44%

	5.
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
	1.115.400.000
	1.145.400.000
	925.272.652
	80,78%

	a.
	Penyusunan konsep produk hukum DPRD
	1.055.250.000
	1.055.250.000
	887.433.652
	84,09%

	b.
	Dokumentasi produk-produk hukum DPRD
	60.150.000
	90.150.000
	37.839.000
	41,97%




Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRDKabupaten Banyumas telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumasmenyadari sekalipun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah dikembangkan sejak awal era reformasi dengan diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam penerapannya masih mengalami kendala karena pemahaman yang masih parsial, dan juga karena kesulitan mengubah paradigma untuk membangun manajemen pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented Government) dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara 239/IX/6/8/2003, juga dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan  tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber dana APBD Kabupaten Banyumas terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai Program yang telah ditetapkan sebagai wujud penyelenggaraan Manajemen Tata Pemerintahan yang baik untuk lebih meningkatan kinerja dimasa yang akan datang melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan, guna mencapai visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Lebih mengedepankan apek-aspek manajemen  guna menyelesaiakan permasalahan dalam organisasi sehingga akan mencapai target kinerja yang optimal;

2. Peningkatan koordinasi antar bagian pada Sekr. DPRD sehingga tidak ada kesenjangan fungsi yang akan bisa merugikan tugas dan fungsinya.

3.  Memperbaiki sistem pengendalian kegiatan  lebih efisien dan efektif, fokus terhadap pencapaian kinerja, serta memperbaiki sistem informasi dan kearsipan sehingga akan menghasilkan output yang lebih baik. Dalam hal kearsipan perlu sekali penataan dan pengelolaan  kearsipan sesuai peraturan perundangan yang ada.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas TA. 2017, semoga dapat bermanfaat serta mendorong pada terwujudnya pelaksanaan Tata Pemerintahan Kabupaten Banyumas yang baik (God Governance).
	Purwokerto,       Januari 2018
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